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1.       PENDAHULUAN  

Pajak dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 yang berisi pajak 

merupakan pembayaran wajib oleh orang pribadi atau badan hukum kepada negara, dan pajak 

memiliki sifat yang memaksa, yangs dimana serta tidak akan mendapatkans imbalan secara 

langsung dan akan digunakan untuk kepentingan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran 

rakyat sumber pendapatan pemerintah didominasi oleh penerimaan pajak. Pada tahun 2021, 

pendapatan pemerintah sebesar 1.444,5 (triliun) dari pajak, 298,2 (triliun) dari PNBP dan 0,9 

(triliun) dari Hibah. Hal ini menunjukkan betapa tingginya penerimaan pemerintah dalam 

perpajakan. Penerimaan pajak pemerintah berasal dari beberapa sumber, salah satunya adalah 

dengan adanya keberadaan UMKM.  

Meski UMKM bukanlah perusahaan yang besar, namun peran mereka juga berarti 

sebagai mesin perekonomian negara. UMKM memiliki peran yang penting untuk mendorong 

pertumbuhan ekonomi serta diharapkan dengan adanya perkembangan UMKM dapat mandiri 

dan menjadi salah satu unsur penting bagi penunjang industri skala besar, sehingga 

keberadaannya sangat dibutuhkan oleh negara. Agar kelas menengah tumbuh dalam ekonomi 
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nasional dan bahkan bersaing dalam perdagangan global, investasi besar-besaran harus 

dilakukan guna menciptakan adanya peningkatan ekonomi negara. Sebanyak 4,07 juta WPOP 

non karyawan (usahawan) yang telah mendaftarkan diri dan telah menjadi wajib SPT pada 

tahun 2021, hanya sebanyak 1,85 juta wajib pajak orang pribadi non karyawan (usahawan) yang 

menyampaikan SPT tahunan pada tahun lalu, Rasio kepatuhan formal wajib pajak non 

karyawan juga tercatat terus menurun setiap tahunnya. 

 

Penerimaan pajak dapat ditingkatkan dengan meningkatkan kepatuhan oleh wajib pajak 

dalam hal membayar atau melapor pajak. Salah satu kemungkinan adalah dengan melakukan 

sosialisasi perpajakan yang di mana dengan adanya informasi mengenai penurunan tarif pajak 

dan adanya informasi mengenai sanksi perpajakan bagi para wajib pajak yang telah melakukan 

pelanggaran. Sanksi pajak dibagi menjadi dua, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. 

Kesalahan atau pelanggaran yang tergolong ringan dan mudah dapat dikenakan sanksi 

administrasi, sedangkan pelanggaran pajak yang berat dapat dikenakan sanksi pidana. 

 

Sosialisasi perpajakan merupakan upaya direktorat pajak untuk memberikan informasi 

tentang perpajakan kepada masyarakat, khususnya wajib pajak, agar mereka mengetahui hal-

hal apa saja yang berkaitan mengenai perpajakan dan sesuai dengan peraturan dan tata cara 

perpajakan dan melakukannya dengan baik dan benar. Dengan adanya sosialisasi perpajakan 

diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak sehingga jumlah penerimaan pajak 

dapat bertambah sesuai wajib pajak yang terdaftar dan mencapai target yang diinginkan.  

 

Tarif pajak merupakan adanya pengenaan pajak oleh objek pajak (penghasilan) yang 

telah menjadi tanggung jawab wajib pajak orang pribadi atau badan. Tarif pajak berupa 

persentase yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan dapat mengalami perubahan sewaktu-

waktu. Ada beberapa jenis tarif pajak dan setiap jenis pajak juga memiliki nilai tarif pajak yang 

berbeda. 

 

Berdasarkan pada bagian latar belakang dan batasan masalah di atas, maka rumusan 

masalah pada penelitian ini adalah “Apakah Sanksi Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, dan 

Tarif Pajak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan. 

Berdasarkan dengan rumusan masalah, maka tujuan penelitian adalah: 

1.Mengetahui pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang 

pribadi usahawan (Studi Wajib Pajak UMKM Jakarta Barat) 

2.Mengetahui pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang 

pribadi usahawan (Studi Wajib Pajak UMKM Jakarta Barat) 

3.Mengetahui pengaruh Tarif Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi 

usahawan (Studi Wajib Pajak UMKM Jakarta Barat) 

 

2.       TINJAUAN PUSTAKA  

2.1.    Teori Atribusi 

Teori atribusi membahas teori mengenai perilaku seseorang. Teori ini menjelaskan 

bagaimana cara kita menentukan penyebab dan motif tentang cara seseorang atau dirinya 

sendiri dalam berperilaku. Menurut (Heider, 1958) Atribusi yang menyebabkan 

impersonal/perilaku pribadi, dan niat merupakan kejadian sehari-hari yang menentukan 

pemahaman dan tanggapan terhadap lingkungan dalam berperilaku. 
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 Menurut (Samsuar, 2019) Teori atribusi menjelaskan bahwa atribusi adalah suatu proses 

menemukan jawaban dari pernyataan yang menjadi alasan dari perilaku seseorang atau dirinya 

sendiri. Proses atribusi berguna dalam hal membantu memahami penyebab perilaku dan 

merupakan mediator dari tanggapan kita terhadap masyarakat. Menurut (Sandra & Effendi, 

2022) dijelaskan bahwa teori ini mengacu pada penjelasan seseorang melakukan perilaku 

individu yang dapat ditentukan baik secara eksternal misalnya situasi tertentu yang akan 

mempengaruhi perilaku individu dan secara internal misalnya sifat. Individu akan merumuskan 

ide mengenai individu lain dan situasi di sekitarnya yang akan menyebabkan perilaku seseorang 

dalam persepsi sosial yang dikenal sebagai atribusi sesaat dan atribusi situasional (Renata & 

Meiden, 2022) Sehubungan dengan penelitian ini, teori atribusi dapat digunakan untuk 

mengetahui bagaimana wajib pajak memandang pemenuhan kewajibannya dengan melihat 

beberapa karakteristik wajib pajak dari seorang pengusaha perorangan serta Teori atribusi ini 

memiliki hubungan dengan penelitian dikarenakan akan menjelaskan faktor yang dapat 

mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dan dapat menjelaskan bahwa kondisi internal ataupun 

eksternal wajib pajak dalam berperilaku 

2.2.      Teori Perilaku Terencana (Theory of Planeed Behavior) 

Theory of Planned Behavior menurut (Ajzen, 1991) merupakan niat dari dalam individu 

untuk melakukan suatu sikap. Niat dapat diasumsikan dalam menangkap faktor motivasi yang 

dapat mempengaruhi perilaku; dapat di indikasikan bahwa seberapa keras mereka akan 

mencoba dan semakin banyak upaya yang akan dilakukan untuk melakukan perilaku tersebut. 

Sebagai aturan umum, semakin kuat niat untuk terlibat dalam berperilaku maka semakin besar 

kemungkinan kinerjanya. 

Menurut (Sugeha & Urumsah, 2022). Dalam model Teori Perilaku Terencana (TPB), 

kontrol perilaku didefinisikan bahwa proses di mana individu melakukan sesuatu yang mereka 

ingin lakukan sehubungan dengan apa yang mereka yakini, apakah mungkin untuk menerima 

perlakuan tertentu atau tidak. Dapat dikatakan bahwa keyakinan yang diyakini seseorang dapat 

menyebabkan seseorang melakukan atau menunjukkan tindakan terhadap sesuatu yang ingin 

dilakukan. Theory of Planned Behavior  menurut (Ekaputra et al., 2022)  bahwa selain sikap 

terhadap norma subjektif dan perilaku individu mempertimbangkan juga mengenai kontrol 

perilaku, yaitu adanya kemampuan dalam melakukan sebuah Tindakan dan dapat menjelaskan 

bahwa niat yang dilakukan  dapat menimbulkan perilaku yang ditampilkan oleh individu. 

 

 Teori Perilaku Terencana terbagi atas 3 jenis alasan apa yang mempengaruhi individu 

melakukan, yaitu: 

1. Behavioral Belief adalah keyakinan yang muncul dan evaluasinya berupa 

penilaian terhadap hasil perilaku kemudian akan membentuk variabel sikap 

(attitude).  

2. Normatif Belief adalah keyakinan individu terhadap suatu harapan normatif dari 

seseorang atau orang lain yang akan menjadi referensi yang dapat menyetujui 

atau tidak menyetujui perilaku tertentu untuk dilakukan. Hal ini akan 

membentuk norma subyektif variabel (subjective norm). 

3. Control Belief adalah keyakinan individu terhadap pengalaman perilaku masa 

lalu serta faktor yang mendukung ataupun maupun tidak mendukung bagi 

perilaku yang dirasakan (perceived behavioral control). 
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2.3.      Pajak 

 Pajak menurut UU Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 mendefinisikan 

bahwa Pajak adalah kontribusi terutang ke pemerintah oleh pembayar pajak orang pribadi atau 

badan yang mengikat secara hukum karena tidak mendapat imbalan secara langsung dan 

digunakan untuk keperluan pemerintah untuk mencapai kemakmuran rakyat yang sebesar-

besarnya. Dengan sistem pemungutan pajak yang ada yaitu: Witholding System, SelfAssessment 

System dan Official Assesment System 

 

2.4.      Sanksi Perpajakan 

 Sanksi pajak merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi wajib pajak dalam 

mematuhi pajak, karena fungsi sanksi pajak adalah agar sekelompok orang mengikuti aturan 

yang telah ditetapkan. Sanksi pajak dapat dikenakan pada seorang wajib pajak orang pribadi 

maupun badan apabila telah melakukan keterlambatan atau suatu pelanggaran. Ada dua macam 

sanksi dalam pajak yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana (Hantono & Sianturi, 2021) 

Menurut (Chandra & Sandra, 2020) Sanksi pajak adalah faktor yang mendorong tingkat 

kepatuhan wajib pajak. Kebijakan pemerintah telah menetapkan denda bahwa hanya Rp 

100.000 bagi wajib pajak orang pribadi yang terlambat melapor, membuat masyarakat tidak 

membayar sanksi apabila terlambat 

 Sanksi Perpajakan menurut (Mardiasmo, 2019) merupakan jaminan bahwa ketentuan 

peraturan perundang-undangan perpajakan akan dipatuhi. Dikutip Pada NewsDDTC Oleh 

Davira Rizky Chairunnisa Pada Undang-undang Cipta Kerja Bab 6 Bagian Ketujuh Pasal 113 

disampaikan bahwa adanya pengaturan ulang sanksi administrasi guna mendorong kepatuhan 

pajak. Dalam peraturan ini yang mengalami perubahan dalam ketentuan mengenai sanksi bunga 

adalah pada presentase fixed rate diubah menjadi flexible rate. Salah satu adanya perubahan 

sistem administrasi pajak, dikarenakan adanya sanksi bunga tetap sebesar 2% yang sejak 

diberlakukannya UU Nomor 6 Tahun 1983 belum pernah mengalami perubahan 

 

2.5.      Sosialisasi Perpajakan 

 Pengertian sosialisasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah Usaha 

untuk mengubah miliki perseorangan menjadi milik umum atau milik negara yang 

memasyarakatkan sesuatu sehingga dapat saling mengenal dan memahami (KBBI). Menurut 

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-98/PJ/2011 (Dirjen Pajak, 2011) berisi bahwa 

Sosialisasi perpajakan adalah usaha dan proses pemberian informasi perpajakan untuk 

mengubah pengetahuan, keterampilan, dan sikap masyarakat, pengusaha, pejabat, serta 

lembaga pemerintah dan nonpemerintah sehingga mereka terdorong untuk memahami, 

menyadari, dan menjaganya Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-98/PJ/2011 dapat 

menggunakan 2 cara, yaitu secara langsung dan tidak langsung. Penyuluhan Langsung adalah 

adanya interaksi  secara langsung dengan Wajib Pajak atau calon Wajib Pajak oleh pihak pajak 

atau apparat pajak, sedangkan Penyuluhan tidak langsung merupakan kegiatan dengan tidak 

melakukan interaksi dengan wajib pajak secara langsung, melainkan menggunakan media 

sebagai bentuk penyuluhannya. 
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2.6.      Tarif Pajak 

 Apabila suatu tarif tidak sesuai sedangkan penghasilan wajib pajak rendah atau tarif 

pajak rendah sedangkan penghasilan wajib pajak tinggi maka akan menyebabkan seseorang 

tidak patuh terhadap perpajakannya (Chandra & Sandra, 2020). Berdasarkan PP Nomor 23 

Tahun 2018 WPOP usahawan yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan peredaran 

bruto telah di atas 500 juta dan  tidak melebihi Rp 4.800.000.000 per tahun pajak, maka dapat 

dikenakan pajak penghasilan final. Tarif pajak yang ditetapkan yaitu 0,5%. 

Pokok Perubahan pada PP 23 Tahun 2018 

1. Adanya penurunan tarif PPh Final yang berawal 1% menjadi 0,5%  

2. WP bebas dalam mengikuti tarif dengan skema final 0,5%, atau menggunakan skema 

normal yang mengacu pada pasal 17 UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak 

Penghasilan. 

3. Mengatur jangka waktu pengenaan tarif PPh Final 0,5% sebagai berikut: 

a. Bagi WPOP yaitu selama 7 tahun 

b. Bagi WP Badan berbentuk Koperasi, Persekutuan Komanditer, atau Firma selama 4 

tahun 

c. Bagi WP Badan berbentuk Perseroan Terbatas selama 3 tahun 

 

 

2.7.      UMKM 

 

 Pada UU Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM Pasal 1 adalah sebagai 

berikut: 

1. Usaha mikro adalah usaha produktif yang dimiliki oleh orang perseorangan atau 

badan usaha perorangan 

2. Usaha Kecil adalah usaha produktif yang dimiliki oleh orang perseorangan atau 

badan usaha pada bidang ekonomi  

3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang 

dilakukan oleh perorangan atau badan usaha hukum dan bukan bagian dari bagian 

perusahaan 

4. Usaha Besar adalah usaha produktif yang dimiliki oleh badan usaha yang memiliki 

kekayaan bersih tahunan lebih besar dari Usaha Menengah. 

 

 

2.8.      Kepatuhan Wajib Pajak 

 

 Wajib Pajak dapat dikatakan patuh apabila telah melakukan kepatuhan oleh Wajib Pajak 

dalam melaksanakan ketentuan perpajakan yang telah berlaku menurut Siti Kurnia Rahayu 

(2017:193) Wajib Pajak patuh adalah Wajib Pajak yang mematuhi kewajiban perpajakannya 

baik itu membayar ataupun melapor sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, Menurut 

(Maulida 2018) Kepatuhan WP dapat diartikan suatu keadaan di mana WP telah memenuhi 

kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kriteria kepatuhan wajib pajak 

adalah: 

1. Penyampaian SPT tepat waktu; 

2. Tidak memiliki tunggakan pajak untuk semua jenis pajak 

3.  Laporan keuangan akan diaudit oleh Akuntan Publik selama 3 tahun. 
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4. Tidak pernah dinyatakan bersalah di bidang perpajakan berdasarkan putusan 

pengadilan yang  mempunyai kekuatan hukum tetap dalam waktu 5 tahun terakhir. 

 

 Pada News DDTC (Asmarani, 2020) Hutang pajak dapat dibagi menjadi dua bagian. 

Pertama, kepatuhan formal, mengenai sejauh mana wajib pajak mematuhi prosedur dan 

persyaratan administrasi perpajakan yang ada, termasuk persyaratan pelaporan dan waktu yang 

diperlukan untuk melaporkan dan membayar pajak. Kedua, kepatuhan material. Kewajiban 

pajak yang substansial juga dapat didefinisikan sebagai situasi di mana wajib pajak mengamati 

peraturan perpajakan yang esensial, sesuai dengan surat dan semangat UU perpajakan. 

 

2.9.   Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi        

 Usahawan 

 

 Sanksi perpajakan merupakan bentuk hukuman atas kelalaian yang di lakukan oleh 

wajib pajak dalam kewajiban perpajakannya. Sanksi pajak ini dijatuhkan oleh pemerintah untuk 

mendorong kepatuhan wajib pajak dan dapat menjadi pencegah bagi wajib pajak yang tidak 

patuh berdasarkan sistem pemungutan pajak yang diterapkan di Indonesia, yaitu self assessment 

system. Wajib pajak wajib menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Berdasarkan penelitian 

oleh (Andreansyah & Farina, 2022), (Maulidya, 2018), (Arta & Alfasadun, 2022), (Maili, 2022) 

menyatakan bahwa sanksi perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib 

pajak. Adanya sanksi pajak yang tinggi yang diterapkan mampu menjadikan wajib pajak untuk 

patuh sebagai wajib pajak dalam membayar maupun pelaporan kewajiban perpajakannya 

sehingga dapat menimbulkan rasa khawatir oleh sanksi yang didapat apabila tidak melapor atau 

membayar pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak 

dan sanksi perpajakan berkaitan dengan control belief yang merupakan keyakinan seseorang 

tentang keberadaan suatu hal yang menghambat atau mendukung perilaku individu tersebut.  

 

H1: Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi 

usahawan 

 

2.10.   Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi 

 Usahawan 

 

 Sosialisasi perpajakan kepada masyarakat sangat penting karena dapat memberikan 

pemahaman dan bimbingan wajib pajak dalam memperluas ilmu pajak mereka. Tentunya hal 

ini dapat membantu meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sosialisasi ini 

memungkinkan masyarakat untuk memahami adanya informasi mengenai perubahan tarif pajak 

dalam pelaporan/pembayaran pajak dan sanksi pajak ketika tidak membayar pajak atau 

terlambat sehingga tingkat kepatuhan oleh wajib pajak dapat meningkat. Berdasarkan penelitian 

oleh (Widyanti et al., 2021), (Lita Novia Yulianti, 2022), (Eka Puspita Handayani, Fadjar 

Harimurti, 2020), menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan memiliki pengaruh positif 

terhadap kepatuhan. 

 

H2: Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi 

usahawan 
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2.11.    Pengaruh Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi 

Usahawan 

 Tarif pajak adalah hasil persentase yang digunakan dalam menghitung pajak yang harus 

dibayar oleh wajib pajak orang pribadi ataupun badan kepada negara. Penetapan pajaknya 

sudah sewajarnya berdasarkan proporsi wajib pajak dan tidak membebani wajib pajak dalam 

memenuhi kewajiban perpajakannya. Semakin adil tarif pajak yang dibuat pihak pajak maka 

dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pembayaran pajak karena tidak 

memberatkan / meringankan beban bagi wajib pajak. Perbuatan yang dilakukan karena adanya 

faktor tertentu seperti pengaruh dari orang lain yang membuat individu melakukan hal secara 

terpaksa. Berdasarkan Penelitian oleh (Maulidya, 2018), (Arta & Alfasadun, 2022), (Tambun 

& Riris, 2019), menunjukkan bahwa tarif pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan 

wajib pajak 

 

H3: Tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan 

 

3.        METODE   

3.1.  Populasi dan Sampel 

 

 Populasi adalah wajib pajak orang pribadi usahawan (UMKM) yang memiliki omzet di 

atas 500 juta dan di bawah 4,8 Miliyar per tahun dan berlokasi usaha di Jakarta Barat dengan  

lokasi di 8 kecamatan. Data yang diteliti adalah hasil dari pengisian Kuesioner oleh Wajib Pajak 

pada tahun 2023. Jumlah sampel pada penelitian ini adalah 30 wajib pajak (responden) untuk 

pra kuesioner dan 120 wajib pajak (responden) untuk kuesioner dengan menggunakan software 

SPSS 

 

3.2.  Variabel Penelitian 

 

 Variabel dependent yang digunakan pada penelitian adalah Kepatuhan Wajib Pajak. 

Menurut (Rahayu 2017:193) menyatakan bahwa ketaatan Wajib Pajak dalam melaksanakan 

ketentuan perpajakan yang berlaku. Seorang wajib pajak dapat dikatakan patuh apabila Wajib 

Pajak taat dalam memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang - 

Undangan. Menurut (Maulida, 2018) Kepatuhan wajib pajak dapat didefinisikan sebagai 

keadaan yang mana wajib pajak memenuhi segala kewajiban dan hak perpajakannya. 

Sedangkan variabel independent yang digunakan dalam penelitian adalah sanksi perpajakan, 

sosialisasi perpajakan dan tarif pajak. 

 

Tabel 1: Variabel Penelitian 

Variabel Dimensi Indikator 

Kepatuhan Wajib 

Pajak 

 

 

Sumber: Prassetyo & 

Arisudhana (2019) 

  

Kepatuhan Wajib Pajak Formal 

1. Pendaftaran sebagai wajib pajak 

2. Tepat waktu pada pelaporan SPT 

3. Tepat waktu pada pembayaran pajak 

Kepatuhan Wajib Pajak 

Material 

1. Mengisi SPT dengan jujur sesuai 

dengan yang sebenarnya 

2. Melengkapi data yang diperlukan 

dalam pelaporan SPT 

3. Menghitung pajak terhutang dengan 

benar 
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Variabel Dimensi Indikator 

Sanksi Perpajakan 

(X1) 

 

Sumber: Mulyati; 

Ismanto (2021) & 

Mardiasmo (2019) 

Sanksi Administrasi 

1. Sanksi Bunga 

2. Sanksi Denda 

3. Sanksi Kenaikan 

Sanksi Denda 

1. Denda Pidana  

2. Pidana Kurungan 

3. Pidana Penjara 

Sosialisasi 

Perpajakan(X2) 

 

Sumber: Putri & Nurhasanah 

(2019) & Surat Edaran 

Dirjen Pajak, SE -

98/PJ/2011) 

Sosialisasi Langsung 
1. Interaksi langsung dengan wajib pajak 

atau calon wajib pajak 

Sosialisasi Tidak Langsung 

1. Media cetak 

2. Media Elektronik 

3. Media sosial 

Tarif Pajak (X3) 

Sumber: 

Mardiasmo (2019) 

Tarif Pajak Proporsional atau 

sebanding 

1. Penurunan tarif pajak meningkatakan 

kemauan membayar pajak 

Tarif Pajak Adil 

1. Kemampuan membayar pajak sudah 

sesuai dengan tarif yang ditetapkan di 

Indonesia 

 

4.  HASIL  

4.1.  Uji Validitas dan Reliabilitas 

 Berdasarkan uji valid yang diperoleh dari hasil semua pernyataan kuesioner valid 

dengan nilai sig di bawah 0.05 atau di bawah 5% dan hasil uji reliabel diperoleh hasil semua 

pernyataan kuesioner reliabel dengan nilai Cronbach Alpha di atas 0.70 sehingga untuk uji 

validitas dan reliabilitas dapat dikatakan valid dan reliabel. 

4.2. Analisis Deskriptif 

 Menurut Ghozali (Ghozali 2021;19)  Uji statistik deskriptif menyatakan deskripsi atau 

gambaran mengenai data yang dapat dilihat dari nilai mean,variance, minimum, maximum, 

sum,  Dalam penelitian ini analisis deskriptif yang digunakan pada data yaitu dari standar 

deviasi, varian nilai (mean), max, min, sum dan range. Untuk pengujiannya akan menggunakan 

software SPSS 25.  

 Pada Variabel sanksi perpajakan dengan keseluruhan rata-rata pernyataan adalah 4,507 

atau mendekati nilai 5 yang berarti “benar”, atau sama dengan setuju untuk keseluruhan 

pernyataan tentang Sanksi Perpajakan; pada variabel sosialisasi perpajakan dengan keseluruhan 

rata-rata pernyataan adalah 4,642 atau mendekati nilai 5 yang berarti “benar”, atau sama dengan 

setuju untuk keseluruhan pernyataan tentang Sosialisasi Perpajakan; pada variabel tarif pajak 

dengan keseluruhan rata-rata pernyataan adalah 4,59 atau mendekati nilai 5 yang berarti 

“benar”, atau sama dengan setuju untuk keseluruhan pernyataan tentang Tarif Pajak; pada 

variabel tarif pajak dengan keseluruhan rata-rata pernyataan adalah 4,851 atau mendekati nilai 

5 yang berarti “benar”, atau sama dengan setuju untuk keseluruhan pernyataan tentang 

Kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan hasil pengujian, seluruh pernyataan diperoleh nilai rata-

rata jawaban telah mencapai di atas 4,5 dan mendekati dengan 5 yang berarti setuju 
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4.3  Uji Asumsi Klasik 

4.3.1.  Uji Normalitas 

 Berdasarkan uji normalitas, maka diperoleh hasil yang menunjukkan bahwa nilai 

Asymp.Sig (2-tailed) sebesar 0.000 < 0,05. Namun menurut (Bowerman et al., 2017) 

menjelaskan bahwa” Jika ukuran sampel setidaknya 30, maka untuk sebagian besar sampel 

populasi, populasi dari semua rata-rata sampel dari semua kemungkinan rata-rata berdistribusi 

secara normal.” Dengan demikian karena penulis menggunakan 120 sampel, dan berada di atas 

dari 30 sampel, maka hasil data dapat dikatakan berdistribusi dengan normal. 

 

4.3.2.  Uji Multikolinearitas 

 Uji Multikolonieritas digunakan dengan tujuan menguji apakah pada model regresi ada 

hubungan antara variabel independent dalam suatu model regresi atau tidak. Uji ini dilakukan 

dengan melihat nilai Tolerance dan Varian Inflation faktor dari masing-masing variabel 

independennya. Tolerance untuk variabel Sanksi Perpajakan (0,261>0,10), Sosialisasi 

Perpajakan (0,228>0,10) dan Tarif Pajak (0,426>0,10) dan hasil VIF untuk variabel Sanksi 

Perpajakan (3,835<10), Sosialisasi Perpajakan (4,387<10), dan Tarif Pajak (2,346<10) dengan 

demikian dapat dikatakan bahwa tidak terjadi multikolonieritas antar variabel dalam model 

regresi. 

 

4.3.3.  Uji Heteroskedastisitas 

 Uji Heteroskedastisitas digunakan dengan tujuan untuk menguji apakah model regresi 

terjadi ketidaksamaan variance dalam residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. 

Dapat dikatakan model regresi yang baik dengan melihat apakah termasuk homokedastisitas 

atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Berdasarkan hasil pengujian dengan uji glejser diketahui 

bahwa pengujian menunjukkan nilai Sig sebesar 0,057>0,05 (5%) pada variabel Sanksi 

Perpajakan, 0,274>0,05 (5%) pada variabel Sosialisasi Perpajakan, dan 0,63>0,05 (5%) pada 

variabel Tarif Pajak. Maka dapat menunjukkan bahwa data dari variabel sanksi perpajakan, 

sosialisasi perpajakan, dan tarif pajak tidak menunjukkan terjadinya heteroskedastisitas. 

  

4.4.  Uji Hipotesis 

4.4.1. Analisis Linear Berganda 

 Berdasarkan hasil dari pengujian Hipotesis diketahui bahwa konstata sebesar 15,963 

menunjukkan besarnya kepatuhan wajib pajak apabila seluruh variabel independent bernilai 0. 

Persamaan tersebut menunjukkan besarnya kekuatan variabel independent dalam 

mempengaruhi variabel dependen, yang ditunjukkan dari besarnya koefisien pada masing-

masing variabel independent. Berikut merupakan hasil persamaan regresi: 

Y=15,963 + 0,186 X1 + 0,27X2 + 0,55X3 + e 

4.4.2.  Uji Signifikansi Simultan (Uji F) 

 Uji Signifikansi Simultan (Uji F) dapat digunakan untuk mengetahui apakah mempunya 

pengaruh untuk variabel independen(X) secara simultan terhadap variabel dependen (Y). Hasil 

pengujian berdasarkan signifikansi pada tabel ANOVA dengan melihat nilai Sig sebesar 0,000 
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< 0,05. Berdasarkan hasil pengujian dapat dilihat bahwa nilai signifikan Sig sebesar 0,000 < 

0,05, yang berarti variabel Sanksi Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, dan Tarif Pajak 

berpengaruh secara signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak dan model regresi pada 

penelitian ini layak digunakan. 

 

4.4.3.  Uji Koefisien Regresi Parsial (Uji t) 

 Uji Koefisien Regresi Parsial atau uji t digunakan dengan tujuan untuk mengetahui 

pengaruh dari variabel independent terhadap variabel dependen. Dari Hasil pengujian 

berdasarkan nilai signifikansi (sig) pada tabel Coefficient. Batas uji t dapat dilihat dari nilai 

probabilitas signifikansi (sig) < 0,05 . Berdasarkan pengujian diperoleh hasil bahwa untuk 

variabel sanksi perpajakan diperoleh nilai koefisien regresi sebesar 0,186, hal ini menunjukkan 

arah positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Jika dilihat dari hasil pengujian sig sebesar 0 < 

0,05, maka hasil ini menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh secara signifikan 

terhadap kepatuhan wajib pajak; untuk variabel sosialisasi perpajakan diperoleh nilai koefisien 

regresi sebesar 0,27, hal ini menunjukkan arah positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Jika 

dilihat dari hasil pengujian sig sebesar 0 < 0,05, maka hasil ini menunjukkan bahwa sosialisasi 

perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak; untuk variabel tarif pajak 

diperoleh nilai koefisien regresi sebesar 0,55, angka tersebut menunjukkan arah positif terhadap 

kepatuhan wajib pajak. Jika dilihat dari hasil pengujian sig sebesar 0 209 > 0,05, maka hasil ini 

menunjukkan bahwa tarif pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. 

 

4.4.4. Koefisien Determinasi (R2) 

 Tujuan dilakukannya uji Koefisien Determinasi adalah untuk mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai Koefisien Determinasi 

adalah antara 0 atau 1. Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi menunjukkan bahwa 

besarnya R Square untuk variabel Sanksi Perpajakan (X1), Sosialisasi Perpajakan (X2), dan 

Tarif Pajak (X3) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) adalah sebesar 0,680 yang berarti 

mendekati dengan 7. Maka dapat dijelaskan pengaruh Sanksi Perpajakan (X1), Sosialisasi 

Perpajakan (X2), dan Tarif Pajak (X3) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) sebesar 68% 

sedangkan sisanya yaitu 32% dijelaskan variabel lain yang tidak di masukan ke dalam model 

regresi 

5.  PEMBAHASAN  

5.1.  Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi 

 Usahawan 

 Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan maka diperoleh nilai koefisien regresi 

sebesar 0,186, angka tersebut menunjukkan arah positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Jika 

dilihat dari hasil pengujian sig sebesar 0<0,05, maka hasil ini menunjukkan bahwa sanksi 

perpajakan memiliki cukup bukti berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. 

 Hasil Penelitian telah sesuai dengan penelitian  oleh (Febri & Tri 2018), yang hasilnya 

sanksi perpajakan secara parsial berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Koefisien 

regresi penelitian ini menunjukkan arah positif, berarti sanksi perpajakan memiliki satu arah 

terhadap kepatuhan wajib pajak. Terbukti dari rata-rata total variabel sanksi perpajakan pada 

analisis deskriptif yaitu 4,507, dan rata-rata total variabel kepatuhan wajib pajak sebesar 4,851. 
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 Maka berdasarkan penjelasan di atas menunjukkan bahwa sanksi perpajakan 

berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi sanksi perpajakan, 

maka akan meningkatkan rasa takut apabila tidak melakukan pembayaran pajak. Oleh karena 

itu, sanksi perpajakan diduga berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam 

membayar pajak. 

 

5.2.  Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang 

Pribadi Usahawan 

 Berdasarkan hasil dari pengujian yang telah dilakukan, diperoleh nilai koefisien regresi 

sebesar 0,55 dan hasil angka tersebut menunjukkan arah  yang positif terhadap kepatuhan wajib 

pajak. Jika dilihat dari hasil pengujian sig sebesar 0,0 <0,05, maka hasil ini menunjukkan bahwa 

sosialisasi perpajakan memiliki cukup bukti berpengaruh berpengaruh signifikan terhadap 

Kepatuhan Wajib Pajak. 

 Hasil Penelitian telah sesuai dengan penelitian  oleh (Siahaan & Halimatusyadiah,2018), 

yang hasilnya sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. 

Koefisien regresi penelitian ini menunjukkan arah positif, berarti sanksi perpajakan memiliki 

satu arah terhadap kepatuhan wajib pajak. Terbukti dari rata-rata total variabel sosialisasi 

perpajakan pada analisis deskriptif yaitu 4,642, dan rata-rata total variabel kepatuhan wajib 

pajak sebesar 4,851. 

 Maka berdasarkan penjelasan di atas dapat menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan 

berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi nya antar sosialisasi 

oleh pihak pajak dapat memberikan informasi mengenai pentingnya pajak baik secara langsung 

maupun tidak langsung.. Oleh karena itu, sosialisasi perpajakan diduga berpengaruh terhadap 

tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. 

 

5.3.  Pengaruh Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi 

Usahawan 

 Berdasakan hasil dari pengujian yang telah dilakukan, diperoleh nilai koefisien regresi 

yaitu sebesar 0,27 dan hasil angka tersebut menunjukkan arah yang positif terhadap kepatuhan 

wajib pajak. Namun jika dilihat dari hasil pengujian sig sebesar 0,209>0,05, maka hasil ini 

menunjukkan bahwa tarif pajak tidak memiliki cukup bukti berpengaruh signifikan terhadap 

Kepatuhan Wajib Pajak. 

 Hasil Penelitian telah sesuai dengan penelitian oleh (Kumala & Junaidi 2020), yang 

hasilnya tarif ajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM 

Koefisien regresi penelitian ini menunjukkan arah positif, berarti tarif pajak memiliki satu arah 

terhadap kepatuhan wajib pajak. Terbukti dari rata-rata total variabel tarif pajak pada analisis 

deskriptif yaitu 4,59 dan rata-rata total variabel kepatuhan wajib pajak sebesar 4,851. Maka 

berdasarkan penjelasan di atas dapat menunjukkan bahwa tarif pajak tidak berpengaruh secara 

positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, tarif pajak diduga tidak berpengaruh 

terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. 
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6. KESIMPULAN  

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai pengaruh sanksi 

perpajakan, sosialisasi perpajakan dan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi 

usahawan UMKM di Jakarta Barat, maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa: Terdapat cukup 

bukti bahwa sanksi perpajakan dan sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap 

kepatuhan wajib pajak; sedangkan untuk Tarif Pajak Tidak terdapat cukup bukti berpengaruh 

positif terhadap kepatuhan wajib pajak 

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti memiliki saran yang hendak diberikan yaitu: 

1. Bagi Pemerintah diharapkan pemerintah dapat menerapkan aturan-aturan mengenai 

perpajakan yang lebih tegas supaya wajib pajak dapat membayar pajak tepat waktu dan 

terhindar dari keterlambatan pembayaran dan diharapkan pemerintah dapat memberikan 

tarif yang lebih tegas kepada wajib pajak yang tidak patuh membayar pajak 

2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan memperbanyak responden dan memperluas ruang 

lingkup, agar mendapatkan hasil yang valid dan reliabel atas pertanyaan ataupun 

pernyataan yang sesuai dengan yang diteliti dan diharapkan menambah variabel sanksi, 

sosialisasi dan tarif pajak, sehingga dapat ditemukan variabel baru yang dapat 

meningkatkan kepatuhan wajib pajak 

3. Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan diiharapkan dapat menjadi pedoman bagi wajib 

pajak usahawan agar patuh dalam membayar pajak tepat waktu 
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